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ketenagaker jaan  merupakan galah satu diantara l
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" urugan rumah tangga Daervahg
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Foatamadya Daerah Tingkat IT Fupang tentang.
Fenbentukan, Busumpan Orvganisasi dan Tata Her ja
Dina  Tenaga Ferja Fotamadya Dasrvabh Tingkat 11X
: : . Kupang. . :
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Menetapkan 2

L 7e Kepubusan Menteri Dalam Negeri MNomor ..... Tahun

pokok  Femerintahan di  Daerah (Lembaran Negara
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- Lembaran Negara MNomor 303703 .
2. Undang =~ Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
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Tambahan Lembaran Negara 16490
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Megara Momor 30410
5. Peraturan Femerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Faenyelenggaraan Otonomi Daevah  dengan titik berat
- pada Daeranh  Tingkat 11 (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahbun 1992 NMomor 77, Tambahan Lembaran
. Megara Nomor 348703
&, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
tentang Fedoman Orvgenisasi Dinas Daerahg

1997 tentang Pevcontohan Otonomi Daerah  pada
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Ban 1
KETENTUAN  UMLIP

Famal |

Dalam FPeraturan Daevah tni vang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kotamadya Dasrah Tingbat 17 Kupangs

b. Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Daerah FKotamadya Daerah
Tingkat 11 Kupang:

c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat IT Kupangg

d. Dinas Tenaga kFeor ja adalah Dinas Tenaga Meryja Hotamadya Dasvah
Tirmgkat I1 Kupangg

2, kKepala Dinaz adalah Fepala Dinas Tepaga Ker ia  Fotamadya Dasrah
Tingikat 11 Hupang;

f. UPTD adalah Unit Pelaksana Te2knis Dinas Tenaga VFerja Kotamadya
Daeral Tinglkat 11 kupang.

Bakk 11
FPEMBENMNMTUEAN

Fasal 2
Dinas Tenaga kKerja dibentulk dongan berlakunya Peratuvan Dagrah ini.

Bak I11
HEDUDUKAN, TUGAE POOK DAN FUNGST

Bagian Pevitana
Fadudukan

T
Pazal 3

a. Dinazs Tenaga Kerja adalah Unsury Pelakzana Pemer inkah Daerah di
Bidang ketenagaker jaang

. Dinas Tenaga Kevja dipimpain sleh seorang Fepala Dinas yvang dalam
pelaksanaan tugasnys bersda di bawah dan bertangaung jawab kepada
Walikotamadya Kapala Daerah.

Bagian kedua
Tugas Pokaok

Fazsal 4

Dinas Tenaga Eevja @aampunyzl  tugas pokak melaksanakan sebagian
urusan Pemer intahan di bidang ketenagaker jaan yang manjpadi tanggung
jawabnya, m@meliputi  penasmpatan tenaga  kerja  dan perluasan ker ja
peningkatan ketrampilan dan produktivitas btenaga keyv ja, pembinaan
hubungan industrial serta wrusan rumah tangpa dinas.

Bagian KHetiga
Furmnmogs i

Pasal 5
Unibuk melaksanalan tugas pokak sebagaimana  dimaksud pasal 4
FPeraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Ferja mempunyai fungsi ¢
@, PFelaksanaan pembinaan  dan urusan penyaluran dan  penempatan

tenaga ker ja sarta pervluasan ker jaj
b. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pelatihan dan  produktivitas
tenaga ker jag
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c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan hubungan industrial dan
kesejahteraan peker ja;
d. Fenyusunan perencanaan tenaga kev ja daerah:

e. Fenyusunan rencana dan praogram, pelaksanaan urusan tata usaha
dan vumah tangga Dinas.

BAEB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Fasal &

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Herja terdirvi davizs
a. Kepala Dinas;
b. Bub Bagian Tata Usaha:
. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Ker jaj
d. SGeksi Pelatihan dan Froduktivitas Tenaga Ker ja;
2. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Feker jaj
fo Seksil Perencanaan Tenaga Ker ja;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. kEelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana
terlampir dan merupalkan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
FPeraturan Daerah ini.

FPazal 7
Sub Bagian Tata Usaha mEmpunyai tugas melakukan urusan
surat-menyurat, kearsipan, kepegawvaian, keuangan, perlengkapan dan
rumah tangga serta penyusunan rencana dan program, informasi
ketenagaker jaan dan laporan.

Fasal 8

Untuk menyelenggerakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 Feraturan

Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi 3

a. Penyusunan rencana pryogran, pelapovran serta pembinaan aorganisasi
dan tata laksanas

b. Pelaksanaan koordinasi derngan instansi terkaity

i Pengelolaan uwrusan keuangans

d. Pengelolaan urusan umm.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdirvi dari :
as. Mrusan Ferencanaan dan Felaporan;
b. Urusan Keuangang

c» Urusan Umum;

Fasal 10

(12 Urusan Ferencanaan dan Pelaporan mempunyvai tugas melakulkan
pengumpulan, pengelolaan dan analisis serta penyajian statistik
menyiapkan bahan rencana, program dan lapovan dinas;

(22 Urusan HKeuangan mempunyal tupgas menyiapkan rvencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas dan pembukuan

(3 Uruszan Umum mempunyai tuges melaksanakan urusan kepegawaian,
gurat menyurat, kearsipan, rvumah tangoa dan perlengkapan.
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Faszal 11

Seksi Penempatan Tenaga Kerjia dan Ferluazan Keria mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembiraan penempatan tenaga ker ja umum, tenaga ker ja
pemuda, tenaga kerja wanita, tenaga kerja penyandang cacat, tenaga
kerja lanjut usia, tenaga kerja azing, tenaga kerja Indonesia ke luar

negeri, tenaga kerja mandiri, informesi pasar kerja, bursa ker ja
khusus, analisis jabatan, klaszifikasi jabatan, penyuluhan jabatan,
bimbingan jahatan serta penerapan teknologli  tepat guna serta

perluasan ker ja.
Fasal 12

Untuk menvelengaarakan tugas tersebut psds pasal 11 Peratuvan Daerah

ini, Eaksi Fenempatan Tenaoga Kerja dan Perluasan Ferja mempunvai

fungsi:s

a, Menyususn rencana dan praogran ker ja  Seksi FPenempatan Tenaga
Ker ja dan Perluasan Ker jaj

b. Melakukan bimbingan terhadap Tenaga Herja Mandiri Sarjana (TEKMS)
dan Tenaga Kerja Mandiri Non Sarjans CTEMNS )Y =2gary mampu
meningkatkan profesionalisme di bidang tuogasnyas

. Melakukan pengarahan kepada pencaril kervja melalui informasi pasar
keria (burza keria) vanQ beraszal dari Pemerintah maupun Swastaj;

d. Melakukan bimbingan dan analisis jabatan pada Instansi
Femerintah, BUMN/BUMD dan perusahsan—-perusahaan swastas

€. Melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan Antar Kerja Lokal (AKLD,
Anatar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan pelaksanaan Antar Ker ja
Antar Negara C(AKAND);

f. Memberi perijinan serta pembatasan penggunaan tenaga ker ja asing
vang beker ja di wilayah ker ijanyags

g. Memberikan bimbingan pelaksanaan dan pernempatan tenaga ker ja
cemuda wanita, penyandang cacat, usia lanjut;

hes Melakukan himbingan dan pengawvasan terhadap TERPMFP, TEMT,
Teknologi FPadat Karya, pengembangan hkesempatan ker ja berusaha
melalui kegiatan produktif;

i. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan PJITKI dan
Bursa Ker ja Khusus (BEKD),

Pasal 13

Sekei Penempatan Tenaga kFer ja dan Ferluasan Eerja terdiri dari 3
a. Sub Sekei Penempatan Tenaoa Ker jag
b. Sub Seksi PFPerluasan Ker ja.

FPasal 14

(1) Sub Sekszi FPernempatan Tenaga Kerja mempunvai tugas, menviapkan
rencana dan program serta  bahan pembinaan  bagl tenaga ker ja
umum, pemuda, wanita, penyandang cacat, lanjut usia, tenaga
ker ja Indonesia ke luar neqeri, informasi pasar kerja, bursa
kerja khusus serta penggunaan dan pengawvasan tenaga ker ja asing
dalam rangka pelaksanaan Antar Kerja Lokal (AKALY, Antar Ker ja
Antar Dasrah (AEAD), Anatar Kerja Antar MNegara (AKAN) dan tenaga
ker ja Pemerintah;

(Z) Sub Seksi Perluasan kerja mempunyail tugas menyiapkan rencana dan
program,serat bahan pembinaan bagi tenaga key ja  mandiri,
penerapan teknologi tepat oguna dan  pengembangan kesempatan
berusaha melalul usaha-usaha produktif.

FPasal 15

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Ferja mempunyal tugas
memberikan bimbingan dan melaksanakan pelatihan serta produktivitas
tenaga ker ja.
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Fasal 16&
Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud pasal 1% Pervaturan
Daerah ini Beksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Ker ja mempunyai
fungsis .
a. Penyiapan rencana dan program  serta pembinaan terhadap

pelaksanaan latihan/kursus yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta
dan perusahaang

b. Fenyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengabh
dalam rangka meningkatkan produktivitas

c. Foordinasi pelaksanaan pelatihan vang dilakukan oleh Balai
Latihan Ker ja (BLE)/Kuwrsus Latihan Kerja (KLK) maupun dalam hal
pendaftaran, seleksi dan pemanggilan pesertas

d. Penyiapan bahan keyv ja sama dengan instansi Pemerintabh, swasta dan
lembaga latihan swasta pelaksanaan latihan kerja, standarisasi
dan pelaksanaan test hkualifikasi dan perijinan lembage latihang

e. PFengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutubhan laing

f. Femasaran dan penyaluran lolusan BLE /7 ELE  dan HMTU  (Mobil
Training Unit) ke pervusahaan dan organisasi yang membutuhkang

a. Inventarisasi kelembagaan pelatihan dan praduktivitas  yang
mencakup jumlahn, kualifikasi, lokasi dan fasilitas pelatiban yang
dimiliki.

Pasal 17

Seksi Felatihan dan Produktivitas Tenaga Ferja terdirvi dari 3
a. Sub Seksi Pelatihan dan Froduktivitas;
b. Sub Seksi FPerijinan Lembaga Pelatihang

FPasal 18

(1) Sub Seksi FPelatihan dan Produktivitas mempunyail tugas,
melaksanakan pembinaan, pelatihan;, penyuluhan dan  bimbingan,
koordinasi serta kerja sama denoan instansi Femerintah  dan
lembaga swasta

23 Bub Seksi Perijinan Lembaga Felatihan mempunyai tugas, menyiapkan

standarisasi dan perijinan  lembags pelatihan, CEMABAY AN,
penyaluran lulusan BLE/WLK dan MTU ke parusalaan dan
menginventarisasi lembaga pelatihan dan produktivitas.

Fasal 19

Seksi Hubungan Industrial dan Kesejantervan Fekerja mempunyvai tugas
melaksanakan pembinaan organisasi, persvaratan ker ja. pemnbinaan
pangusana kecil dan pengadaan  kopevasi karyawan, pelaksanaan
pungutan iuran anggota.

Fasal =0

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 19 Peraturan Dserah

ini, Seksi Hubungan Industrial dan Hesejahteraan Pelkerja mempunyail

fungsi:

a. Fenyiapan perencanaan dan  praogram  hubunoan industrial dan
kese jahteraan peker jas

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja, pengusaha dan semua
perangkat organisasi mulai dari tingkat Dewan Fimpinan Cabang
(DPC) sampai tinghkat unit kerja di perusahaang

. Fembinaan terhadap pekerja dam pengusahasg

d. Felaksanaan pembentulkan dan pembinaan koperasi karyawan,
lembaga ker jasama Ripartit dan Tripartit;
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e. Felaksanaan serta pelaporan pendidikan hubungan industrial dan
penelitian terhadap pembuatan peraturan perusahaan dan
Fesepakatan Ker ja Bersama (KEKB)j

f. Fengawasan pelasanaan Undang -~ Undang Nomor 22/1957 dan Undang -
Undang Nomor 12713964,

Fasal 21

Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Peker ja terdiri dari :
. Sub Seksi Hubungan Ker jajg
b. Sub Seksi Kesejahteraan Peker ja.

Pasal 22

(1) Sub Seksi Hubungan kerja mempunyail tugas menyiapkan bahan
bimbingan teknis dan mengembangkan hubngan ker ja dengan instansi
lainnya di bidang tenaga ker ja;

(2) Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas, menviapkan

bahan ~ bahan yang berhubungan dengan kesejahteraan pekerja,
meggalakan atau mengembangkan Eeluarga Berencana (KEB) di
perusahaan wntuk para pekerja dan pengusaha menuju  Norma
Feluarga Fecil Bahagia Sejahtera (NEEBS) serta saran penunjang
lainnya.

Pazal 23

Sekel Perencanaan Tenagsa Kerja mempunyai tugas menyusun rencana dan
program ker ja, melaksanakan survey lapangan pelapovan, per@ncanaan
sarana dan prasarana penyehatan lingkungan melalul padat karvya,
pengembangan lapangan ker ia bagi penganggur .

FPasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sesuai  pasal 22 Peraturan Dasrah ini,

Seksl Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai fungsi

a. Pembinaan dan pelaksanaan urusan penyaluran dan penempatan tenaga
ker ja serta perluasan kerja.

b. FPembinaan dan pelaksanaan urusan pelatihan dan produktivitas
tenaga ker jas

c. Pembinaan dan pelaksanzaan urusan hubungan industrial dan
kese jahteraan peker jaj

d. Penyusunan perencanaan tenaga kerja daervah;g

e. Fenyusuna rencana dan program pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga dinas.

Pasal 25

Seksl Perencanaan Tenaga Ker ja terdiri dari :
a. BSub Seksi FPerencanaan Tenaga Ker jaj
b. Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Faszal 26&

(1) Sub Seksi Perencanaan Tenaga Ker ja mempunyal tugas menyiapkan
bahan bimbingan teknis tenaga kerja, ker jasama dengan instansi
terkait lainnya serta melakukan pengumpulan data penganggur,
pemantuan lapangan ker ja dan penyusunan laporana

(2) Bub Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyal tugas melakukan
penyusunan progaram ketenagaker jaan, monitoring dan evaluasi
serta perkembangan hasil pelatihan tenaga kevja penganggur dan
jumlah tenaga ker ja yang tertampung maupun yang tidak tertampung
pada lapangan kerja yang tersedia.

;)(/
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BAR WV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

FPasal 27

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas
yang mempunyail tugas melaksanakan tugas dinas di bidang Higiens
Perusahaan dan Keselamatan Ker jaj

€2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh gsearang EKepala Unit
Pelakasana Teknis Dinas vyvang berada di bawah dan bertanggung
Jjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk getelah memenuiii
kriteria tertentu yang telah ditetaplkan oleh Menteri Dalam Negsyri.

BEAaRBR VI
KELOMPOY JABATAN FUNGEIONAL

Faasal 29

Kelompolk Jabatan Fungsicnal mempunvail tugas melaksanakan kegiatan
teknis Tenaga Ker ja sesuai bidang keahlian masing ~ masing.

Fasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah  tenaga dalam
Jjenjang jabatan fungsional vang dipimpin oleh seorang tenaga
fungeional senior zelaku Ketua Kelompok yvang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas vang bersanghkutang

(2) EKelompok Jabatan Funggional dapat dibagli atas kelomook dan sub
kelompok sesual dengan kebutuhan;

€33 Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis
darn beban kerjas

(4> Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesual dengan
FPeraturan Ferundang — undangan yang berlaku.

EaAB VII
FENGANGEATAN DALAM JABATAN

FPasal 31

(1) kKepala Dinas Tenaga Kerja diangkat dan dibevhentikan oleh
Walikaotamadya Fepala Dasrah Tingkat II agetelah mnendapat
persejutuan  Gubernuy kKepala Daevah Tingkat I atas  usul
Walikotamadya Kepala Daerahi

(2) kKepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dianagkat dan diberhentikan
oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BaAaRBR VIII
TATA  KERJA

Fasal 32

€1) Dalam melaksanakan tugasnva, Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas,
‘elompok Jabatan Ffungsional, Wa 3Lk mEenyelengparakan
koardinasi,integrasi dan sinkronisasi  baik  dalam lingkungan
mas ing-masing maupun antar satuan ovganlisazi sasual dengan tugas
masing-masings
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(2 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengikoardinasikan bawahannya dan wajib memberikan bimbingan dan
patunjuk —~ petunjuic.
Fasal 33
(1) Fkepala Dinas melaksanakan tugasnya menurut kebijaksanaan yang
ditetaplkan oleh Walikotamadys Vepala Daerahsg
€27 lepala Dinas berykesws jibamn memberikan petunjuk, membina,
meEmbilmsing dan mengawasl peker jaan unsuy — unsuy pembantu dalam
lingkunoan Dinasnya.
Fasal 34
Setiap Fimpinan satuan organisasi wajib mengikuti  dan mematuhi
petunjulk  ~ petunjuk  dan  berftanggung gawab  kepada atasan langsung
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pads waktunva.
B a3 IX
EETENTZAN  LAIN - LAIN
ﬁ Fasal 35

Hal — hal lain yang belum distur dalam Feraturan Dasranh ini, akan
ditetapkan dengan Eeputusan Walikotamadyz Kepala Daerah sepanjang
mangenali pelaksanaannya.

Fasal I

Fepala Sub Tata Usaha sehari ~ harvi disebut Selretaris.
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BEr B XI

KETENTUAN FENUTUR
Pasal 37

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar
setiap orang mengetahuinya, pergundangan Feraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dasrah Tinagkat 11
FKupang.

Ditetapkan di Fupang
Fadg tangaal 1% April 1997

AR ILAN RAKYAT DAERAH
GERAH T INGEA
E_ET A,

/it KEFALA DAERAH
can G R 5 Y
i ﬂUFHNb,

b Gubesrnur  Kepala Dasrab Tingkat I Nusa Tenggera Timur
dengan Keputusan Nomor ....eease  7aRAA21 sesonacnanunans

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daevah Tingkat 11 Kupang
NOMEY sawssoussenasTANAOAL sowwvsvooass SBYlavenannuus

SEERETARIS WILAYAH/DAERAH
EOTAMADYA DAERAH TINGKAT II1 EUFANG,

DRS. W. F. FREANDA
FEMETINA
NIF ¢ &20 0Ql& 014




FENJELASAN
ATAS

FPERATURAN DAERAH

ROTAMADYA DAERAH TINGEAT II HUPANG
NOMOR: 20 TAHUN 1997
TENTANG
FEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTAMADYA DAERAH TINGEAT 11 KUPANG

Bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Dasvah Tingkat 11 Kupang
berdasarkan Undang - Undang Momor 5 Tahun 1995, maka uruszan di bidang
tenaga ker ja merupakan salah satu diantara beberapa uruszan yvang telah
diserahkan menjadi wusan rumah tangos daevah.

Berhubung Dewan Ferwakilan FRakyat Daesrah Eotamadya Daerah
Tingkat I Kupang telah terbentuk, maka dipandang perlu untuk
membentulk Pevaturan Daevah Eotamadya Desvabh Tingkat 11 Kupang tentang
Pembentulkan, Susunan Organisasi dan Tata Ferja Dinas Tenaga FEer ja
Kaotamadva Daerah Tingkat 11 Kupang.

11. PASAL. _DEMI _PASAL .

Fasal I a/d pasal 38 1 Cukup Jelas.




WMPIRAN

IMOR : 20 TAHUN 1997
\NGGAL 19 APRIL 1997

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
NAS TENAGA KERJA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT KUFANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG

KEPALA DINAS

PELATTHAN

UPTD

=R PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ERY
ER;

SUB BAGIAN
TATA USAHA
URUSAN URUSAN URUSAN URUSAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PELAYANAN UMUM
HUKUM
2y ]
KELOMPOK SEKSI SEKSI SEKST SEKSI
JABATAN PENEMPATAN TENAGA KER-||PELATIHAN & PRODUK- HUBUNGAN INDUSTRIAL PERENCANAAN
FUNGSIONAL JA & PERLUASAN KERJA TIVITAS TENAGA KERJA & KESRA PEKERJA TENEGA KERJA
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
M PENEMPATAN TENAGA H PELATIHAN DAN - HUBUNGAN KERJA PERENCANAAN
KERJA PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
PERLUASAN KERJA “{ PERIJINAN LEMBAGA 4 KESEJAHTERAAN MONITORING &
PEKERJA EVALUASI




